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PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR ZTTAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT

NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
L]NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

bahwa penetapan perjalanan dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2013 terjadi perubahan
sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49 lPMK.O2l2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OlB, maka
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2013
perlu untuk disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 20 13 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Aceh Utara;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang .....
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 IPMK.OS /2OOB
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 45 I PMK.OS I 2007 tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 lPMK.Osl2OlO
tentang Pejalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 64 I PMK.OS I 20 1 1 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97 IPMK.OSl2OlO tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Daiam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta
Anggota DPRD;

1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

l2.Peraturan Menteri.....
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12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 49 |PMK.O2l2Ol7 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2Ol8;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI PE.IABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 33 Tahun 20 13 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 33) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan disisip I (satu)
ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Biaya perjalanan dinas untuk tingkat perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri
dari:
a. Uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku

dan transpor lokal;
b. Biaya transpor;
c. Biaya penginapan;
d. Uang representatif;
e. Sewa kenderaan dalam kota;

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d diberikan kepada Pej abat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRK, Sekda, Pejabat Eselon II
dan pejabat lainnya yang setara.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara
lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, c, dan e dibayarkan dengan
menggunakan metode at cost.

(5). Biaya perjalanan.....

Menetapkan :

(3a)Uang transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang tidak menggunakan
kenderaan dinas dalam Provinsi Aceh.
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(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara serta
rombongan tim daerah yang melakukan perjalanan
dinas memerlukan sewa kendaraan dalam kota.

(6) Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ditetapkan
berdasarkan jumlah hari pelaksanaan tugas ditambah
1(satu) hari sebelum dan sesudahnya, atau
disesuaikan dengan kondisi riil perjalanan dinas
dimaksud.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I September
20t8.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal l3Asustus 2018 M

lDzulhijjah 1439 H

o
deurnu ACEH urARASA..r,--al.L{!--.

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal l3Asustus 20 18M

lDzulhijjah 1439 H

SE RIS DAERAH,

UL AZIZ

Paraf Koordinasi

Kepala BPKD

Kabid. Anggaran BPKD t6
Kabag. Hukum Setdakab A

Kabag. Umum Setdakab /

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O1B NOMOR 25


